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KEDUA : Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional wajib melakukan 
karantina dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Karantina dengan jangka waktu 8 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi 

kasus positifnya rendah; dan  
b. Karantina dengan jangka waktu 14 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi 

kasus positifnya tinggi. 
KETIGA : Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mengikuti 

Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 
KEEMPAT : Menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat Karantina WNI Pelaku 

Perjalanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang 
masuk melalui entry point bandara Soekarno Hatta – Banten yang pelayanannya 
mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR. 

KELIMA : Penentuan lokasi karantina untuk entry point selain bandara Soekarno Hatta – 
Banten ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah. 

KEENAM : Tempat Karantina terpusat bagi WNI Pelaku Perjalanan internasional 
sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA hanya 
diperuntukan bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional sebagai berikut: 
a. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Kembali ke Indonesia untuk menetap 

minimal 14 hari di Indonesia; dan 
b. Pelajar/Mahasiswa yang Kembali ke Indonesia setelah mengikuti Pendidikan 

atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri; dan  
c. Pegawai Pemerintah yang Kembali ke Indonesia setelah melaksanakan 

perjalanan dinas ke luar negeri. 
KETUJUH : Dalam hal Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM 

tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di Hotel 
Karantina terpusat yang telah ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang 
sah. 

KEDELAPAN : Pembiayaan kegiatan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada diktum 
KEEMPAT dan diktum KELIMA bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau sumber APBN/APBD lainnya. 

KESEMBILAN : Mekanisme pembayaran biaya penanganan kegiatan kekarantinaan ini dilakukan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan setelah melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan. 

KESEPULUH : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2021 
Tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR 
Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional Ketua Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19. 
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